
BUPATI ACEH BESAR
PERATURAN BUPATI ACEI-I BESAR

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAERAH KABUPATEN ACEI-{ BESAR

Menimbang ; a"

tsUPATI ACEFI BESAR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penveiesaian
Tuntutan Ganti. Kerugian Daerah Terhadap Pegau,ai iVegeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, ketenruan lebih lanjut
rnengenai tata cara pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Kepaia Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata cara Felaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Undang-Undang Nomor 7 (Drt] Tahun 1g5O tentang
Pembentukan Daerah Otonorn Kabupaten-Kabupaten Daiam
tr"ingkungan Wiiayah Fropinsi Sumatera LJtara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1892);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisrne (Lembaran Negara Republik InConesia Tahun lggg
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun tggg renrang
Fenyelenggaraan Keistimervaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nornor 172.
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3893);
Undang-Undang Nomor LT Tahun 20,13 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZAA3
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286\;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lernbaran Negara Republik trndonesia Nomor aaaQ;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2CI06 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2AOO Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia liomor
4633); V.{t
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8" Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2074 tentang Aparatur Sipii
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5a9a);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesra
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O!4
tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi
Pernerintahan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2074 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Femerintah Nomor 53 Tahun 2AIA tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5135);

12" Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OI4 tentang
Pengetrolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Fegau'ar
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 24rc Nomor tr 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 593a);

tr4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Al7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al7
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6AaI);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1,2 Tahun 201,9 tentang
Fengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2Al9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

16" Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun zOLt tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tr3 Tahun 2AA6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik
indonesia Tahr.rn 2011 Nomor 310);

1,7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Tata Cara Fenyelesaian Gantr
Kerugian Negara Terhadap tsendahara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 1a7);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 24rc tentang
Pedoman Pengelolaan tsarang Milik Daerah (Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

19" Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 133 Tahun 2018
tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
(Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 161); 
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20. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2406 tentang
Pokok-Pokok Pengeloiaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2AO5 Nomor
03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor
03);

21. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Acekr
Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahr.rn 2Arc
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar
Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATi TENTANG TATA CARA PELAKSAN,{AN
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

BAB i
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
i, Kabupaten Aceh Besar adaiah bagian dari Daerah Provinsi Aceh

sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi
kewenangan khusus untuk mengatur dan rnengums sendiri
Lrri-lsan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Repubiik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahiun i945
yang dipimpin oleLr Seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi
dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara
pemerintahan daerah l(abupaten yang terdiri atas Bupati dan
Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar"

4" Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar
yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan
berdasarkan asas langsung, LLmLlm, bebas, rahasia, jujur dan
adil"

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah OPD di lingkungan Femerintah Daerah seiaku pengguna
anggaranf pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah"

6. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnva disingkat
PPKD ad.aiah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan
Kerugian Daerah.

7" Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat
TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaran
Kerugian Daerah.

8. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang
selanjutnya disebut Majelis adaiah para pejabattpegawai yang
ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan
pertimbangan dan pendapat penyeiesaian Kerugian Daerah.

V
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9. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan
barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuaian
melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

10. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan _yang
dilakukan terhadap pegarn ai negeri bukan bendahara atau
pejabat lain dan Pihak Lainnya dengan tujuan untuk
memuLihkan Kerugian Daerah"

1 1. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegarvai Aparatur
Sipitr Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang
bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara"

12" Pejabat Lain adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan cian anggota
lembaga nonstrukturatr yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah"

13. Lembaga Nonstruktural yang selanjuinya disingkat LNS adalah
iembaga yang dibentuk meialui peraturan perundang-undangan
tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi Negara cian
pemerintah yang dapat melibatkan u.nsur-unsu.r pemertntah,
swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah"

i4" Pihak Yang Merugikan adatrah Pegarvai Negeri Bui<an Bendahara
atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasii pemeriksaan
menimbulkan Kerugian Daerah.

15. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung
jawab hukurn untuk mewakili seseorang karena sifat pribadin.va
dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk
bertindak dalam h.ukurn"

16" Yang Memperoleh Hak adalah orang atau 'oadan karena adanlrz
perbuatan atau peristiwa hukr..lm, telah menerima pelepasan hak
atas kepemilikan uang, surat berharga, danfatau barang dari
Pihak Yang Merugikan"

17. Waris adalah anggota keiuarga yang masih hidup yang
menggantikan kedudukan pewaris daiarn bidang hukum
kekayaan karena meninggalnya peu,aris.

18. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnva
disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan
kesanggupan danlatau pengakuan bahw'a Kerugian Daerah
rnenjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian
Daerah dimaksud.

19. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Ker"rgian Sementara
yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dii:uat
oleh Bupatil Kepaia OPD daiam hai SKTJM "r-idak mungkin
diperoleh.

20. Surat Keputusan Pembebanan Fenggantian Kerugian yang
selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang
ditetapkan oleh Bupati yang rnempunyai kekuatan hukum tetap
tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,

21" Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus atau. lunas.

#r
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BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pelaksanaan penyelesaian
Kerugian Daerah yang meliputi:
a" kewenangan penyelesaian Kerugian Daerah;
b" informasi dan pelaporan hasil verilikasi Kerugian Daerah;
c" penyelesaian Kerugian Daerah; dan
d. penagihan, penatausahaan, akuntansi dan peiaporan,

BAB III
KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAF{

Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 3

(1) Setiap adanya informasi terjadinya Kerugian Daerah, PPKD harus
rnenyelesai.kan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan
Ganti Kerugian"

(2) PPKD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Bupati dalam hai Kerugian Daerah diiakukan oleh pirnpinan dan
anggota DPRK, pimpinan dan anggota lembaga nonstrukturai,
serta Fegawai Negeri Bukan tsendahara atau Pejabat Larn di
iingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

(3) Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan Kerugian Daerah
dilaksanakan oieh Kepala OPD selaku Bendahara Un'iurn Dacrah
untuk Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Fejabat Lain di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Aceh Besar,

Pasal 4

(1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 12,

mernpunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
b" membentuk dan menetapkan Tim Penyeiesaian Kerugian

Daerah;
c. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
e. rnembentuk dan menetapkan Majelis;
f. menetapkan SKP2KS;
g" menetapkan SKP2K; dan
h. melakukan pembebasan atau penghaousan pengganlian

Kerugian Daerah"
(2) Kepala OPD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat {3)

dilaksanakan oleh Kepala BPKD.
(3) Kepala BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat i2) mempunl'ai

tugas dan wewenang:
a" melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
b. rnenyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;

{s*
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c. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan

d" menetapkan SKP2KS"
(4) Daiam ha1 terjadinya Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepaia

BPKD, tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 5

(1) Dalam hal terjadinya Kerugian Daerah dilakukan oleh Bupati atau
Wakil Bupati, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat [1)
diiaksanakan oleh Presiden melalui Gubernur selaku peru,akiian
Pemerintah Fusat.

(2) Tata cara penyelesaian Kerugian Daerah yang diiakukan oleh
Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Bagian Kedua
Tim Penyeiesaian Kerugian Daerah

Fasal 5

(1") Bupati membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKDI
untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.

(2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan
wewenang:
a" menyusun kronologis terjadinSza Kerugian Daerahl
b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
c. menghitung jurnlah Kerugian Daerah;
d" menginventarisasi harta kekayaan miiik Pegarvai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagar
jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;

e. menentukan unsur kesalahan/kelalaian dari masing-masing
yang terlibat dengan bukti yang kuat; dan

f" melaporkan hasitr pemeriksaan.
(3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas trnspektur

sebagai Ketua TPKD, dan sebagai anggota dibantu oleh Pejabat
Fada OPD, dan Pejabat Terkait Lainnya yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan"

(4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalur
Keputusan Bupati setiap tahun.

Fasal 7

(1) Untuk naembantu tugas TPKD sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 6 ayat (2), dibentuk Sekretariat TPKD.

(2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
dilaksanakan oleh Inspektorat.

Bagian Ketiga
Majelis

trasal 8

(1) Bupati membentuk Majelis dalam rangka penyelesaian Kerugian
Daerah mengenai:

&ry-
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a.kekurangan uang, surat berharga, danf atau barang bukan
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegas,ai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

b" pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh FlaklAhli
Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugran
Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau

c. penerimaan atar..l keberatan Pihak Yang
Merugikan/PengampulYang Memperoleh HaklAhli Waris atas
penerbitan SKP2KS"

(2) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah
ganjil, paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah,
Inspektur, dan pejabat lain sesuai dengan keahliannya.

(3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) ditetapkan melalui
Keputusan Bupati setiap tahun.

(4) Ketentrlan iebih lanjut mengenai tata cara Majelis dalam
rnelaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
diatur dengan Keputusan Bupati"

Pasal 9

(1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 8 ayat (1), dibentuk Sekretariat Majelis.

(2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat i1j
diiaksanakan oleh BPKD"

tsAB IV
INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN

DAERAH

Bagian Kesatr..l
Infonmasi Kerugian Daerah

Pasal 10

(L) lnformasi terjadinya Kerugian Daerah dapat bersumber dari:
a" hasii pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
b" aparat Pengawasan Internal Pemerintah:
c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
d" laporan tertulis yang bersangkutan;
e. inforrnasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjau,ab;
f" perhitungan ex officio; danlatau
g. pelapor secara tertulis,

(2) Kepala BPKD wajib menindakianjuti setiap informasr terjadin_va
Kerugian Daerah yang didahului verifikasi informasi"

tsagian Kedua
Verifikasi Informasi

Pasai 1 1

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud
datram Pasal 10 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

te



Pasal 12

(1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang meiibatkan
pegawai negeri bukan bendahara dilaksanakan oleh Kepala OPD'

(2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah meiibatkan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, verifikasi atas
setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris
DPRK.

(3) Dalam ha1 informasi Kerugian Daerah rnelibatkan Kepala OPD,
verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan
oieh Sekretaris Daerah.

(4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris
Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan
oieh Bupati.

(5) Dalam ha1 inforrnasi. Kerugian Daerah melibatkan Pimpinan dan
Anggota Lembaga Nonstruktural yang dibiayai APBK, verifikasi
atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala
Sekretariat Lembaga Nonstruktural, Inspektorat, dan EPK,

Bagian Ketiga
Pelaporan Hasii Verifikasi

Pasal 13

(1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah disampaikan
kepada Bupati rnelalui Kepala BPKD selarnbat-lambatnva 4
(empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya
Kerugian Daerah"

(2) Bupati dan/atau Kepala BPKD sebagaimana dimaksud pada a1.ar
(1) memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan
TPKD paling larnbat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanva
laporan"

BAB V
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh Tirn Penyelesaian Kerugian

Daerah

Pasal 14

(1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah dalarn iaporan hasil
verifikasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13 ayat (1), TPI{D
rnenyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 14
(ernpat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari
Bupati dan/atau Kepaia BPKD,

(2) Ketentuan tata cara pemeriksaan Kerugian Daerah oleh TPKD
diatur dengan Keputusan BuPati.

(3) Dalam melakukan penleriksaan untuk menghitung nilai Kerugian
Daerah, TPKD dapat merninta pertimbangan tenaga ah1i"

(4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasai
dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki
kompetensi untuk menghitung nilai Kerugian Daerah. 

*L*
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Pasal 15

Ketentuan perbuatan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat l-ain
baik disengaja atau tidak disengaja yang terdapat indikasi
mengakibatkan Kerugian Daerah diatur dengan l(eputusan Bupati"

Pasal 16

(1) TPKD wajib men1rusun laporan hasii pemeriksaan Kerugian
Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1i"

{2}Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat iL)
disampaikan kepada Bupati Can/atau Kepaia BPKD paiing lama 3
(tiga) hari kerja sejak berakhirnya pemeriksaan"

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penln:sunan iaporan hasii
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Keputusan tsupati"

Pasal 17

(1) Berdasarkan laporan hasil perneriksaan yang disampaikan oleh
TPKD, Bupati danlatau Kepaia BPKD memberikan pendapat atas
iaporan hasii pemeriksaan TPKD sebagai berikut:
a. rnenyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
b" tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.

(2) Dalarn hal Kepala BPKD menyetujui laporan Lrasitr pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, Kepala BPKD
wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke tsupati paling
iama 2 (dua) hari kerja.

(3) Dalane hal Bupati dan/atau Kepala BPKD tidak menyetujur
laporan hasil perneriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat i1)
iruruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak
disetujui paling lama 3 (tiga) hari kerja"

(4) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), disampaikan kembali kepada Bupati dan/atau I(epala
BPKD paling lama 2 (dua) hari kerja sejak berakhirnva
pemeriksaan uiang.

Bagian Kedua
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan

Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 18

(1) Dalam ha1 Bupati danlatau Kepala BPKD menyetujui laporan
hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 17 ayat {1)
huruf a, Bupati atau Kepala BPKD segera menugaskan TPKD
untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah
kepada Pihak Yang Merugikan"

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan berada dalam pengamplfan,
rnelarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian
Daerah beralih kepada PengampulYang Memperoleh Hak/Ah1i
Waris"

(3) TPKD dalam melakukan penuntutan penggantian Kerugian
Daerah mengupayakan surat pernyataan kesa.nggupan danlatall
pengakuan Pihak Yang Merugikanf Pengampu/Yang Memperoleh
Hakl Ahli waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung

{w
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jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk
SKTJM.

(4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit
mernuat:
a. identitas Pihak Yang Merugikan/PengampulYang Memperoieh

Hak/Ahli Waris;
b" jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar:
c" cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
d" pernyataan penyerahan barang.jaminan; dan
e, pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh HaklAhii Waris bahwa pernyataan mereka tidak
dapat ditarik kembali"

(5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf d disertai dengan:
a" daftar barang yang menjadi jaminan;
b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaininkan; dan
c" surat kuasa menjuatr"

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan

Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasai 19

(1) Dalam ha1 SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasatr 18 ayat {3)
tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan
kepada Bupati atau Kepala BPKD"

(2) Bupati atau Kepala BPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 5
(lima) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Bagian Keempat
Mekanisme Fenyelesaian Kerugian Daerah \4elalui Majelis

Pasal 20

(1) Dalam ha1 berdasarkan hasil sidang Kerugian Daerah keberatan
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis
memberikan pertimbangan kepada tsupati untuk melakr.rkan:
a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
b. penghapusan.

(2) Mekanisme pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
huruf a, diatur dengan Keputusan Bupati,

(3) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, sesuai dengan peraturan perundang-undangan"

Pasal 21

Bupati berdasarkan pertimbangan Majeiis menerbitkan SKP2K paling
l.arna 7 (tujuh) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil
sidang. 

\.
)".d[L
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BAB VI
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Penentuan Nilai Kerugian Daerah

Pasal22

(1) Dalarn rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan
penentuan nilai atas berkurangnya:
a" barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegau'ai

Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; danf atau
b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan

Pegawai Negeri Bukan tsendahara atau Pejabat i,ain yang
digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
pada:
a. nilai buku; atau
b. nilai wajar atas barang yang sejenis.

(3) Dalam ha1 baik nilai buku ataupun nilai rvajar dapat ditentukan,
rnaka nilai barang yang digunakan adaiah niiai. yang paling tinqgi
di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 23

(1) TPKD dapat meminta pertimbangan pihak lain ),ang merniiikr
kompetensi untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.

(2) Fihak train yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang
memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal24

Dalam hatr barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian
Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai
buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Bagian Kedua
Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 25

(1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik
daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau ialai lrang sudah
ditentukan nilai Kerugian Daerah, Bupatr melakukan pengakuan
pembebanan Kerugian Daerah berdasarkan dokumen SKTJM.
SKP2KS atau SKP2K"

(2) Pembebanan Kerr.lgian Daerah dikarenakan putusan pengadilan
ditetapkan dengan penerbitan SKP2K"

*as



(1)

-12-

BAB VII
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Penagihan

Fasal 26

Kepala BPKD wa.jib melaksanakan penagihan atas penyelesaian
Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikanf Pengampu/Yang
Memperoleh HaklAhli Waris berdasarkan SKTJM, SKP2I{S atalr
SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
Surat penagihan diterbitkan oieh Kepala BPKD paling iama V

(tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan,
Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada aYat (1)

disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoieh HaklAhli Waris paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah surat penagihan diterbitkan.

(4) Surat Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat {11, paling
sedikit mernuat:
a. identitas Fihak Yang Merugikanf PengampulYang Memperoleh

Hak/Ahli Waris;
b"jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan

jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
c. tata cara pembayaran; dan
d" tanggal ;'atuh tempo pembayaran.

(5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. identitas Pihak Yang Merugikanf PengampulYang Memperoieh

Hak/Ahli Waris;
b.jumlah Kerugian Daerah yang harus dibaSrar sesuai dengan

jurnlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM arau
SKP2KS;

c. jumiah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan
jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;

d. tata cara pembayaran; dan
e" tanggal jatuh tempo pembayaran.

Bagian Kedua
Penyetoran

Pasatr 27

(1) Pihak yang Merugikanf PengampulYang Memperoleh F1ak,r61r1i
Waris rnenyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening Kas
Umurr Daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 26 ayat (1)"

(2) Fenyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksuo pada
ayat (1) dilakukan melaLui:
a" bank:
b" lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
c" bendahara penerimaan.

(3) Daiam ha1 penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan
sebagaimana dimaksud pada ayat t2) huruf cr bendahara
penerimaan menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling
iambat i (satu) hari kerja sejak ganti Kerugian Daerah diterima. 

I#*' t-y
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BAB VIII
PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Fasal 28

Kepaia BPKD melakukan penatausahaan dan menvimpan bukti
penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 29

(1) Kepala BPKD rnemberikan tanda terima bukti pembayaran yang
diiakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu./Yang
Memperoleh HaklAhli Waris ke rekening Kas Umum Daerah.

(2) Kepala BPKD menerbitkan Surat Keterangan Lunas kepada Pihak
Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoieh HakiAhli Waris
yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai
dengan jumlah dan jangka waktu tercanturn daiam SKTJM,
SKP2KS, atau SKP2K.

(3) Daiarn hai surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar
petrunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti
kepemilikan barang jaminan 

"

(4) Dalarn hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar
pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan sr-lrai
permohonan Bupati kepada instansi yang benvenang untuk
pencabutan sita atas harta kekayaan"

(5) Kepala BPKD menyampaikan Surat Keterangan Lunas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
a. Badan Perneriksa Keuangan;
b. Majelis;
c. Pihak Yang Merugikan/PengampulYang Memperoleh F{ak7'Ahii

Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
d. Instansi yang benvenang melakukan sita atas harta kekayaan,

Pasal 30

(1) Dalam hal trihak Yang Merugikanf PengampulYang Memperoieh
HaklAhli Waris rnelakukan kelebihan penyetoran ke kas daerah
daripada Kerugian Daerah tertagih, Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh HaklAhii Waris dapat
mengajukan permohonan pengembalian keiebihan setoran atas
Kerugian Daerah.

(2) Daiam ha1 jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat
dibuktikan trebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang
MerugikanfPengarnpu/Yang Memperoleh Flak/Ahli Waris dapat
mengajukan permohonan pengurangan tagihan"

(3) Permohonan pengembalian kelebihan setoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan permohonan pengurangan tagrhan
sebagaimana dimaksud pada ayat t2\, menjadi dasar
pengembalian kelebihan pembayaran.

(4) Kepala BPKD selaku BUD rnelakukan pengembalian kelebihan
pembayaran.

(5) Dalam hal pengembaiian kelebihan pembayaran terjadi setelah
tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak
terduga. \ .

1'&
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Pasal 31

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penlrsls.ritn
Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan,

BAB IX
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KtrRUGIAN

Fasal 32

Kepala BPKD rnelaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada
tsupati"
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiarnpirr daftar
Kerugian Daerah.
Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan ternbusan
kepada N4enteri paiing lama tanggal 31 Maret setelah tahun
anggaran berakhir"

Fasal 33

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Barian
Pemeriksaan Keuangan pali.ng lama 60 (enam puluh) han sejak
Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB X
PENYELESAIAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAFI

Fasatr 34

(1) Dalam hai Pihak Yang Merugikan/PengampulYang Memperoleh
HaklAhii Waris tidak rnemenuhi kewajibannya sampai jangka
waktu yang tertuang dalam SKTJM, SKP2KS atau SKP2K, i{epala
BPKD menyampaikan laporan kepada Bupati.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1j paling sedikit
memuat:
a. kronologis Kerugian Daerah;
b" upaya yang telah dilakukan;
c. hambatan atau kendala yang dihadapi;
d. daftar aset yang dijadikan.jaminan; dan
e" rekomendasi dan kesimpulan.

(3) Laporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a menjadi
dasar untuk penyerahan pengurllsan piulang negara kepada
KPKNL,

(4) Dalam hatr penyerahan pengurllsan piutang negara kepada
KPKNL tidak dapat dilakukan karena tidak cukupnya dokumen
dan informasi pendukung, d,anlatau Fihak Yang Men-lgikan
rneninggai dunia tanpa danlatau tidak diketahui Pengampu/Ahli
Warisnya, dan/atau Pihak Yang Merugikanf Pengampu/Yang
Memperoleh HaklAhli Waris tidak diketahaui lagi keberadaannya,
danlatau Pengampu/Ahli Waris dalam keadaan tidak layak untuk
ditagih, Bupati dapat melakukan hapus tagih terhadap Kerugian
Daerah sampai dengan Rp.5.000"000.000,00 (lima milyar ruplah).

(5) Bupati melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang
dikategorikan piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat(1)" 

J"Ag
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(6) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada avat (5)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

(1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum
berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses
penyelesaiannya.

(2) Kerugian Daerah yang terjadi sebeium berlakunya Perat-uran
Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian,
penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada
ketentuan dalarn Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Ketentuan mengenai format:
a" SKTJM;
b, SP2KS;
c. SKP2K atas proses SKP2KS;
d" SKP2K atas SKTJM wanprestasi;
e. penagihan atas kerugian daerah;
f. Surat Keterangan Lunas;
g. permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran; dan
h. daftar kerugian daerah.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini"

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupatr
Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2otr 4 tentang Petunjuk Felaksanaan
Penyelesaian Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2OL4 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

\
.tt'
0
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Diundangkan
pada tanggal

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya daiam tserita Daerah
Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 28 November 2019 I!{

1 Rabi'ui Akhir 7441 ii

di Kota Jantho
28 November 2Ol9

1 Rabi'ui Akhir 7441 H
M

UPATI ACEH BESA

MAWARDI ALI

\ SEKRETARIS DAERAH I

r '[v KABU/Pff* ACEH BESAR, 
P

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2OI9 NOMOR 37,
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NO]\4OR 37 TAHU|' 2019
TENTANG
TATA CARA I'ENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAIIA]L{AN
DAN TUNTUTATT. GANTI RUGI
KET]ANGAN DAER.AIJ

A. Format SKTJM

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
NiP
Pangkat/GoI
Jabatan
Alamat
Teip.
Menvatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernvataan
yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah
sebesar Rp.. " (terbilang) yakni kerugianlkekurangan yang
disebabkan". ".

.Iumlah kerugianf kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan
jumlah tersebut ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Besar dalam
"jangka waktu.".." (.."terbilang...) bulan sejak saya menandatangani SKTJM inr.
dengan ketentuan tunaif angsuran* "

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang
beserta bukti kepernilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

h
ur !!!!!i,t

c..."....;
Apabila dalarn jangka waktu...." (... terbilang."") setelakr saya menandatangani
pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian
tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat menjuai atau
melelang barang jaminan tersebut"

:."....".1.......

Menyetujui,
KEPALA(.....NAMA OPD.....)

(... ".Nama".. ".)
(...."Pangkat" ". ".)

(.. "..NrP.. " ",)

SAKSI-SAKSI
1. ... . "Namal NIP. " . " (Perwakilan TPKD)
2. ...".NamalNIP.... {Bendahara Gaji OPD)

Kota Jantho, { ." tgl bln thn .. )

flateral Rp 6. 400
(" ,. ".Nama.., ".)

Tanda Tangan:
Tanda Tangan:

**
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B. Format SKP2KS

Menimbang : a.
b"

Mengingat :4"
b.

Menetapkan i

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIM"A

KEPUTUSAN tsUPATI ACEH tsESAR
NOMOR:

TBNTANG
PEMBBBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
TERFIADAP SAUDARA/tr ... ".Pihak Yang Merugikan.....

dst;

dst.

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BBSAR TEN'IANG PEMBEBANAN
PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP
SAUDARA lI .....Pihak Yang Merugikan...".

Membebani saudaralt ...Pihak Yang Merugikan"." sebesar Rp.".
nilai penetapan kerugian... (...terbilang...) atas kerugian
daerah yang disebabkan "..jenis perbuatan.".

Mewajibkan saudaral i ...Pihak Yang Merugikan... sebagajmana
dimaksud pada diktum Kesatu untuk mengembaiikan
sejumlah uang dirnaksud secara tunai paling lama 90
(sembilan puluh) hari sejak ditetapkan keputusan inl"

Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebr:.t, berikut
daftar harta kekayaan milik saudara/i ".,Pihak Yang
Merugikan...:
a. ".dokumen barang jarninan.. ;

b" dst.

Apabila saudara/i sebagaimana dimaksuC pada diktum
KES,&TU, tidak mengganti kerugian sejurniah dan sampai
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pacia diktum
KETIGA rnaka hak penagihan akan diserahkan kepada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Leiang.

Apabila sarnpai dengan batas rvaktu 14 (empat belas) hari
kerja tersebut saudara/i sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri
atas kerugian Caerah, maka akan segera diterbitkan st-lrat
Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian"

\,
_lvt zfL-
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KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan"

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 2019 M

1441 FI

BUPATI ACEH BESAR,

\
.N{rff
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C. Format SKP2K atas Proses SKP2KS

Meninnbang

Mengi.ngat

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KEi.iMA

KEPUTUSAN tsUPATI ACEH BESAR
NOMOR:

TENTANG
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH

TBRF{ADAP SAUDARAII .. ".,Pihak Yang Merugikan. ".. "

dst;

a. "..,. "...;
b" dst.

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PEMBEBASAN
KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARAIL.""Fihak Yang
Merugikan.. " " "

Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atar..l. barang
rnilik daerah sebesar Rp'." nilai penetapan kerugian.".
(.."terbilang...) yang menjadi tanggung lawab saudara/i
.."Pihak Yang Merugikan... di lingkungan"" PD Pihak Yang
Merugikan bertugas.".
Saudara/i sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ridak
terbukti melakukan perbuatan melarnan hukum baik sengaja
maupun la1ai sehingga tidak dapat dirnintakan
pertanggungjawaban atas Kerugian Daerah yang ter.ladi"
Membebaskan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Daerah dengan nilai
sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU.
... ". hatr lain yang dianggap per1u, seperti pihak yang nrerugi
sudah rneiakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang
harus dikembatikan Pemerintah Daerah kepada yang
'bersangkLrtan apabila sudah melakukan pembrayaran ". '..
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'

Ditetapkan di Kota Jaltho
pada tanggal 2019 M

l44l Il

BUPATI ACEF{ BESAR"

:4.
b.

4{2J,/-.-U
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D. Format SKP2K atas SKTJM wanprestasi

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR:

TENTANG
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH

TERHADAP SAUDARA/I .....Pihak Yang Merugikan.....

a. ".... "...;
b. dst;

a" ........ ";
b. dst.

KBPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PEMBEBASAN
KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I ....,Pihak Yang
Merugikan.....

Terdapat kekurangan uang, surat berharga danl atau barang
milik daerah sebesar Rp... nilai penetapan kerugian,..
(,..terbilang...) yang menjadi tanggung jau,ab saudarali
...Pihak Yang Merugikan,.. di lingkungan... OPD Pihak Yang
Merugikan bertugas...
Saudaraf i sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak
terbukti melakukan perbuatan mela\^'ian hukurn baik sengaja
rnaupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan
pertanggungjawaban atas Kerugian Daerah yang terjadi.
Membebaskan sebagaimana dimaksud pada diktum IGSATU
dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Daerah dengan niiai
sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU.
...., hal lain yang dianggap per1u, seperti pihak yang merugi
sudah rnelakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang
harus dikembalikan Pemerintah Daerah kepada yang
bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran "....
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 2019 M

T44L I{

BUPATI ACEF{ BESAR,

V
\tr-
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1,)

Format Penagihan atas Kerugian Daerah

Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

(KOP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR)

Nomor :

Lampiran : Satu berkas
Hal : Surat Tagihan

Kota Jantho, "..tgl b1n thn "..

Kepada,
Sdr/i. Pihak Yang Merugi.""

di-

Kota Jantho

Bersama ini kami beritahukan bahwa rnenurut catatan karni,
Saudarali memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar
Rp...nominal pembebanan"." ( ."" terbilang ,', ), yang sud.ah
dibayarkan sebesar Rp"..jumlah yang telah disetor... [... terbiiang.".
), sehingga sisa kewajiban yang masih harus Saudara/i penuhi
sebesar Rp... sisa tagihan", "

( .., terbilang ,.. ) sesu.ai

dengan SKTJMISKP2K nomor yang saiinannya kami sertakan sebagai
lampiran surat i.ni"

Untuk itu, kami meminta Saudaraf i SEGERA melunasinya dengan
melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah
Kabupaten Aceh Besar n:le1alui Bank paling lambat tanggal"." per tgi
pembebanan ditetapkan.,. sebesar Rp sisa tagihan .". ( , 

"

terbilang .." ) sesuai dengan SKTJMISKP2K nomor"

Demikian surat tagihan
terima kasih.

ini disampaikan, atas perhatian diucapkan

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH,

{NAMA...)
(Pangkat "..)

(NrP 
" ".)

Ternbusan Cisarnpaikan kepada:
tr, Kepaia KPKNL Aceh (apabila berdasarkan SKP2K);
2" inspektur Kabupaten Aceh Besar;
3. Kepala OPD pihak yang merugi bertugas"

*a
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U" Format penagihan berdasarkan

(KOP PEMERINTAH

-23-

SKP2KS

KABUPATEN ACEH BESAR)

Nomor :

Lampiran : Satu berkas
Hal : Surat Tagihan

Kota Jantho, "".tgi bin thn ,..
Kepada,

Sdr/i" Pihak Yang Merugi...
di-

Kota Jantho

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara/i
merniliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp...nomina1
pembebanan... (...terbilang.".), yang sudah dibayarkan sebesar Rp"..jumlahr
yang telah disetor... ("..terbilang...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus
saudaraf i penuhi sebesar Rp... sisa tagihan... (,."terbilang:..) iesuai denqan
SKTJMISKP2K nomor.,.. yang salinannya kami sertakan sebagai lampiian
surat ini.

Untuk itu, kami meminta Saudarali SEGERA melunasinya dengan
meiakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah pemenntah
Kabupaten Aceh Besar melalui Bank paring lambat tanggai... per tanggal
pernbebanan ditetapkan... sebesar Rp.." sisa tagihan.". (...t-rbilang...) ses,]ai
dengan SKTJMISKP2i( nomor"

Demikian surat tagihan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima
kasih"

KEPALA BADAN PENGEI,OLAAN
KEUANGAN DAERAI{,

(NAMA . .. )

(Pangkat,..)
(NrP "..)

Tembusan disampaikan kepada;
1. Kepaia KPKNL Aceh (apabila berdasarkan SKp2K):
2" Inspektur Kabupaten Aceh Besar;
3. Kepala OPD pihak yang merugi bertugas"

*r
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F. Format Surat Keterangan Lunas

(KOP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR)

SURAT KETERANGAN I.UNAS
Nomor:

yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Fengeiolaan

Keuangan 
-Daerah Kabupaten Aceh Besar, dengan ini menyatakan bahs'a

tuntutan ganti Kerugian Daerah terhadap:

Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Alamat

Sebagaimana tercantum
d.inyatakan telah dibaYar lunas
SKTJM/ SKP2KS/ SKP2K nomor

daiam SKTJM/SKP2KS/SKP2K nomor
sejumlah Rp...", dari keu'ajiban berdasarkan

sejumlah RP.. "...
Selanjutnya, bersarna

kepemilikan/aset yang teiah
jaminan sebagaimana tercantum
dengan rincian sebagai berikut:

Uraian

Demikian Surat Keterengan
ipergunakan sebagaimana mestinya.

ini juga karni kembalikan ciokumen
dijadikan jarninan telah dilakukan sita
daiam SKTJM/SKP2KS/SKP2K nomor

No. Bukti Lokasi tr(eterangan

ini kami buat dengan benar untuk

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAI{,

(NAMA "..)
(Pangkat "..)

{NIP , ".) V11'
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G. Format Permohonan Pengurangan Tagihan Atas Kelebihan Setoran

(KOP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR)

Kota Jantho, ...tgl bln thn "..

Nomor : Kepada,
Lampiran : Satu berkas Sdr/i" Pihak Yang Merugi"..
Hal : Surat Tagihan di-

Kota Jantho

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Aiamat

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang
menyatakan bahwa nilai Kerugian Daerah yang ditagihkan kepada sa_\ia

sebagaimana tercantlrm dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K nomor.,".. lebih besar
dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan penglrrangan
tagihan Kerugian Daerah dengan nilai perhitungan sebagairnana terlampir.

Bersama i.ni saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KSISKP2K,
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan"

Besar harapan Saya agar permohonan ini dapat dikabulkan" Atas
perkenannya diucapkan terima kasih"

Femohon,

(. " .NAMA.. .)

"*r
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H. Format Daftar Kerugian Daerah

DAFTAR KERUGIAN DAERAI.{

Femerintah Kabupaten Kabupaten Aceh Besar
Tahun....berkenaan.,... " "

NarnalJa
batan

Unit
Kerja

Uraian
Kasusf
Tahun
Kejadian

Jumlah
Kerugian
Daerah

Jumlah Sisa
Kerugian

I{etNo.
SKT'JMl
SKP2KS
1SKP2K

Pembayaran
Angsuran
s.d Bulan ,..
(Rp)

KEPALA BADAN PENGELOL,&{N
KEUANGAN DAERAFtr,

(NAMA ...,)

(Pangkat ","1
(NrP ". ")

Jenis
dan

".lum1
^1-atl

Bara
ng
Jarni
nan

MAWARD]


